
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Peran kepolisian di Polres Kota Gorontalo sudah efektif, pelaksanaanyapun sudah optimal 

tetapi hasilnya belum terlalu sesuai harapan karena kepolisian juga butuh peran dari 

masyarakat. Dari masyarakatlah kepolisian mendapatkan informasi sebuah kasus, dan 

kemudian kepolisian yang akan menindak lanjuti kasus narkoba tersebut atau minimal 

masyarakat tersebut mengajak si pengguna untuk melakukan rehabilitasi. Saat ini 

masyarakat Gorontalo sudah berperan aktif. 

5.1.2 Kendala-Kendala Penyelidik dan penyidik adalah kurangnya informasi yang di berikan 

masyarakat kepada kepolisian, ketika masyarakat mengetahui adanya suatu tindak pidana 

narkotika masyarakat cenderung diam tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian 

yang menyulitkan kepolisian untuk mencari informasi tentang adanya peredaran dan 

penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.  

5.2 Saran 

1. Diharapkan kepada institusi kepolisian untuk lebih ditingkatkan lagi 

peran serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis narkotika dan 

dampakdari pemakaian narkotika dan psikotropika. 

2. Diperlukan suatu sanksi penjatuhan hukuman yang benar dan berat 

terhadap siapa saja pelaku, pengedar atau pun pemakai agar terwujudnya 

kepastian hukum dan penegakan hukum yang tepat. 
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